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Pemerintah Kota Surakarta / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban
APBD

No. SK :

Per syar atan

1. 1. Disposisi Surat

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

1. Memberikan disposisi ke Kasubbid Akuntansi untuk menyiapkan Penyusunan Rancangan Perda
Pertanggungjawaban APBD; Menyiapkan data-data yang diperlukan guna menyiapkan Rancangan
Perda Pertanggungjawaban; Menyusun draft Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD; Menyampaikan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Walikota
melalui Bagian Hukum dan Sekda; Menandatangani Surat Pengantar Penyampaian Rancangan Perda
Pertanggungjawaban APBD yang dibuat oleh Bagian Hukum untuk diserahkan ke Dewan bersama

Rancangan Perda.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rancangan Perda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD yang sudah disetujui Walikota

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 00:44. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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Melalui :

a. ULAS

b. Telepon (0271) 648089

¢.  Kunjungan Langsung

d. Email: bpkad@surakarta.go.id

e.  Website: bpkad.surakarta.go.id
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